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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD Kota 

Semarang periode tahun 2014-2019 terhadap pilkada langsung. Melalui pemahaman 

pengetahuan tentang demokrasi lokal, pendapat tentang demokrasi lokal, dan 

evaluasi tentang demokrasi lokal. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan tipe deskriptif kuantitatif. Data ini diperoleh melalui penyebaran 

kuisioner dimana populasinya adalah Anggota DPRD Kota Semarang Periode Tahun 

2014-2019. Responden dipilih dengan teknik perhitungan proporsional random 

sampling dengan total jumlah 30 responden. Selanjutnya analisis data dilakukan 

dengan menggunakan program komputer SPSS 16.0.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas Anggota DPRD Kota 

Semarang periode tahun 2014-2019 menyetujui pelaksanaan pilkada langsung. Satu 

hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pilkada langsung adalah praktik 

politik uang yang tidak bisa dihindari. 

Akhirnya diharapkan hasil penelitian ini bisa sebagai bahan evaluasi dan 

pendapat Anggota DPRD Kota Semarang periode tahun 2014-2019 terkait persepsi 

pelaksanaan pilkada langsung. 

 

Kata Kunci : Persepsi, Pilkada Langsung, Anggota DPRD Kota Semarang 
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ABSTRACT 

 

This research is done to know perception from the Members of Parliament Semarang 

Period Year 2014-2019 toward the direct local leader election. Through 

understanding the knowledge of local democracy, opinions about local democracy, 

and evaluation of the local democracy. This study used a quantitative approach with 

quantitative descriptive type. These data were obtained through a questionnaire 

toward the the population of Semarang City Council Member for the Period of 2014-

2019. Respondents were selected by random sampling technique of proportional 

calculation with total number of 30 respondents. Furthermore, the data analysis was 

performed by busing SPSS 16.0. 

 The results of this study showed that the majority of the Members of 

Parliament of Semarang the year period 2014-2019 approve the implementation of 

direct elections. One thing that becomes an obstacle in the implementation of direct 

elections is the practice of money politics that is unavoidable. 

 Finally, it is hoped that this rsearch result can be a means of evaluation and 

opinion of Semarang City Council Member the year period 2014-2019 related to 

perception from the Members of Parliament Semarang Period Year 2014-2019 

toward the direct local leader election. 

 

Keywords: Perception, Direct Election, Member of Parliament Semarang 

 

 

 

Pendahuluan 

Pilkada langsung itu sendiri merupakan pemilihan kepala daerah baik 

itu walikota, bupati, gubernur maupun anggota legislatif yang dilakukan 

secara langsung oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah 

memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. Hal ini berlandaskan pada UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22 
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Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan UUD 1945 

Pasal 18 ayat (4). 

Mengapa penulis tertarik memilih untuk meneliti persepsi Anggota 

DPRD Kota Semarang periode tahun 2014-2019 terhadap pelaksanaan 

pilkada langsung? Hal ini dikarenakan sebelum adanya UU Nomor 32 

Tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2007 sistem pemilihan kepala 

daerah atau pilkada tidak dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat, 

melainkan dipilih oleh Anggota DPRD. Sehingga, kepala daerah yang 

terpilih bertanggungjawab penuh kepada Anggota DPRD bukan kepada 

masyarakat dan apa yang diinginkan masyarakat tidak terpenuhi dengan 

baik.  

Pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia berawal dari sebuah 

landasan berpikir yang ideal, yakni melakukan pemilihan secara 

demokratis sehingga dapat melahirkan pasangan pejabat eksekutif yang 

berkualitas dan mampu mengelola pemerintahan secara lebih efektif, 

efisien, dan produktif serta mampu menyejahterakan seluruh rakyat.
1
 

Menurut pendapat Lili Romli tentang Evaluasi Pilkada Langsung di 

Indonesia bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki 

sejumlah kelebihan dibandingkan melalui perwakilan. Kelebihan tersebut, 

yaitu: (i) memutus politik oligarki yang dilakukan sekelompok elite dalam 

penentuan kepala daerah; (ii) memperkuat checks and balances dengan 

DPRD; (iii) legitimasi yang kuat karena mendapat mandat langsung dari 

rakyat; (iv) menghasilkan kepala daerah yang akuntabel; dan (v) 

menghasilkan kepala daerah yang lebih peka dan responsif terhadap 

tuntutan rakyat.
2
 

Menurut Kumolo pada awalnya Rancangan Undang-Undang 

Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan dalam Rapat 

Paripurna DPR pada tanggal 26 September 2014 menjadi UU. Salah satu 

poin penting dalam UU tersebut adalah pemilihan kepala daerah melalui 

DPRD. Hasil dari rapat paripurna tersebut menyatakan bahwa pilkada 

langsung yang hampir sepuluh tahun berjalan sejak diselenggarakan pada 

Juni 2005 sudah berakhir. Sebelum sampai pada putusan tersebut, fraksi-

fraksi di DPR terbelah menjadi dua yakni Koalisi Merah Putih yang 

terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PPP 

                                                           
1
Hikmat, Mahi M. 2010. Komunikasi Politik: Teori dan Praktik dalam Pilkada Langsung. 

Bandung:Simbiosa Rekatama Media. 
2
Lili, Romli. “Evaluasi Pilkada Langsung di Indonesia”.Pusat Penelitian Politik Year Book 2007: 

Democrazy Pilkada. Jakarta:LIPI Press. 
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menginginkan pilkada melalui DPRD. Sedangkan Koalisi Indonesia 

Hebat yang terdiri dari PDIP, Partai Demokrat, PKB, dan Hanura 

menginginkan hal sebaliknya yakni pilkada langsung. Terbelahnya fraksi-

fraksi tersebut menimbulkan pro kontra yang cukup keras di masyarakat, 

baik yang mendukung pilkada melalui DPRD maupun pilkada langsung. 

Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang 

diperdebatkan dalam pilkada langsung? 

 

Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kuantitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian kuantittif 

deskriptif adalah untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Oleh sebab itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui persepsi Anggota DPRD Kota Semarang 

periode tahun 2014-2019 terhadap pelaksanaan pilkada langsung. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD 

Kota Semarang Periode Tahun 2014-2019 dan objek penelitian yang 

sesuai dengan judul yang peneliti ambil yaitu “Persepsi Anggota DPRD 

Kota Semarang Periode Tahun 2014-2019 terhadap Pelaksanaan Pilkada 

Langsung” di Kantor DPRD Kota Semarang yang berada di Balaikota 

Semarang. 

Untuk menentukan responden digunakan teknik pengambilan sampel 

sistem proportional random sampling, yakni pengambilan sampel yang 

memperhatikan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian. Dari 

hasil perhitungan menggunakan sistem proportional random sampling, 

jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 30 sampel. 

Sumber data yang akan penulis gunakan, terdiri dari: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Data primer diperoleh melalui pengisian 

kuisioner oleh responden (Anggota DPRD Kota Semarang periode 

tahun 2014-2019), wawancara dengan pihak KPU Kota Semarang 

selaku pihak penyelenggara pilkada langsung. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengolahnnya. Untuk mendapatkan 

data sekunder, peneliti memanfaatkan data-data dalam laporan, 

dokumen, dan literatur yang terkait dengan persepsi pilkada 

langsung.
3
 

Kemudian, teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan 

studi pustaka, sebagai berikut: 

1. Kuesioner, yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan 

kepada responden yang diteliti. 

2.   Studi pustaka, yakni membaca sumber-sumber literatur mengenai 

tema yang dikaji tentang perilaku memilih pemilih pemula, dan 

teori-teori sosial yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan 

informasi tertulis lainnya yang membahas tentang perilaku 

memilih. 

Metode terakhir dalam penelitian ini adalah analisis data. Data yang 

diperoleh dari jawaban responden akan dimulai dengan skala yang telah 

ditentukan. Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 

mengolah dan menganalisis data. Adapun langkah-langkah dalam 

mengolah data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau memilah jawaban dari 

para responden dari hasil angket yang sudah disebarkan dan 

mengelompokkan jawaban para responden. 

2. Coding, merupakan pemberian tanda-tanda atau kode dalam 

setiap jawaban yang telah diberikan kepada responden. 

3. Tabulating, merupakan proses dimana data yang sudah 

diperoleh dari angket dan sudah dikelompokkan tersebut 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dapat 

menggambarkan secara langsung hasil penelitian tersebut. 

Tabulasi disini dapat berbentuk persentase dari data statistik. 

Setelah langkah-langkah diatas selesai, selanjutnya adalah 

menganalisis data, analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. 

Analisa data kuantitatif ini diperuntukkan untuk menjawab masalah 

penelitian yaitu Persepsi Anggota DPRD Kota Semarang Periode Tahun 

2014-2019 terhadap Pilkada Langsung.  

                                                           
3
Siregar,Syofian.2004.Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS.Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 
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Hasil Penelitian 

   

 Berdasarkan hasil penelitian,mayoritas responden menyatakan 

mengetahui pemahaman pengetahuan yang berhubungan dengan 

demokrasi lokal. Pengetahuan tersebut meliputi definisi pilkada langsung 

dan tidak langsung, pelaksanaan pilkada langsung, kelebihan pilkada 

langsung, dan setuju tidaknya sistem pemilu di Amerika diterapkan di 

Indonesia. 

 Mayoritas responden setuju dengan diadakannya pilkada langsung, 

hal ini dapat dibuktikan dari segi usia bahwa responden yang berusia 61-

70 tahun memiliki pengetahuan terhadap demokrasi lokal yang sangat 

tinggi sebesar 100,0%, segi pendidikan bahwa responden yang 

berpendidikan Diploma dan S2/S3 memiliki pengetahuan terhadap 

demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi agama bahwa 

responden yang beragama Katholik memiliki pengetahuan terhadap 

demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%, segi status 

kependudukan bahwa responden yang berpenduduk dari kota lain 

memiliki pengetahuan terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi 

sebesar 100,0%. Terakhir dari segi fraksi bahwa responden dari Fraksi 

Demokrat, Nasdem, PAN, PDIP, PKB, PPP memiliki pengetahuan 

terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi sebesar 100,0%. 

Mayoritas responden menyatakan pendapat pribadi yang berhubungan 

dengan demokrasi lokal. Pendapat tersebut meliputi alasan diubahnya 

pilkada langsung menjadi tidak langsung, implikasi pilkada langsung, 

pelaksanaan pilkada langsung meskipun banyak konflik, perbedaan 

kinerja kepala daerah, kemajuan sistem pemerintahan melalui pilkada 

langsung, ketidaksetujuan anggota partai terhadap UU Pilkada Langsung, 

cara pencegahan politik uang, kesesuaian kinerja kepala daerah, 

pentingnya akuntabilitas bagi kepala daerah, dan jika pelaksanaan 

pilkada, pilpres, dan pileg dilaksanakan dalam satu waktu. 

 Mayoritas responden setuju dengan diadakannya pilkada langsung, hal 

ini dapat dibuktikan dari segi usia bahwa responden yang berusia 61-70 

tahun memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi 

sebesar 100,0%, segi pendidikan bahwa responden yang berpendidikan 

Diploma memiliki pendapat  terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi 

sebesar 100,0%, segi agama bahwa responden yang beragama Katholik 

memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang tinggi sebesar 100,0%, 
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segi status kependudukan bahwa responden yang berpenduduk dari kota 

lain memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang tinggi sebesar 

100,0%. Terakhir, dari segi fraksi bahwa responden dari Fraksi Nasdem, 

PAN, PKB memiliki pendapat terhadap demokrasi lokal yang sangat 

tinggi sebesar 100,0%, sedangkan Fraksi PPP memiliki pendapat 

terhadap demokrasi lokal yang tinggi sebesar 100,0%. 

Mayoritas responden menyatakan evaluasi dari pelaksanaan 

demokrasi lokal. Evaluasi tersebut meliputi asas Luberjurdil dalam 

sistem pilkada langsung, efektif tidaknya sistem pilkada langsung, 

implikasi fenomena figur dalam pemilu, penyebab Kota Semarang aman 

selama pelaksanaan pilkada, penerapan sistem pemilu negara maju di 

dalam sistem pemilu di negara berkembang.  

  Mayoritas responden setuju dengan diadakannya pilkada langsung, hal 

ini dapat dibuktikan dari segi usia bahwa responden yang berusia 61-70 

tahun memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi 

sebesar 100,0%, segi pendidikan bahwa responden yang berpendidikan 

Diploma memiliki evaluasi  terhadap demokrasi lokal yang sangat tinggi 

sebesar 100,0%, segi agama bahwa responden yang beragama Katholik 

memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang sangat rendah sebesar 

100,0%, segi status kependudukan bahwa responden yang berpenduduk 

dari kota lain memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang sangat 

rendah sebesar 100,0%. dari segi fraksi bahwa responden dari Fraksi 

Demokrat dan Nasdem memiliki evaluasi terhadap demokrasi lokal yang 

sangat tinggi sebesar 100,0%, sedangkan Fraksi PPP memiliki evaluasi 

terhadap demokrasi lokal yang tinggi sebesar 100,0%. 

 

Kesimpulan 

Orientasi kognitif meliputi pengetahuan dan keyakinan tentang sistem 

politik. Orientasi kognitif dapat dilihat dari tingkat pengetahuan 

seseorang tentang pengertian pilkada langsung dan tidak langsung, 

perlunya dilaksanakan pilkada langsung, kelebihan pilkada langsung, dan 

setuju tidaknya sistem pemilu di Amerika Serikat diterapkan di 

Indonesia. Pada orientasi kognitif ditemukan bahwa pengetahuan tentang 

pilkada langsung menurut responden yang berada di bawah naungan 

fraksi adalah pengetahuan sebesar 3,3% terdapat pada kategori sangat 

rendah, rendah, dan tinggi. Sedangkan pengetahuan sebesar 90,0% 
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tentang pilkada langsung menurut fraksi masuk pada kategori sangat 

tinggi. 

Orientasi afektif menunjukkan aspek perasaan atau ikatan emosional 

seorang individu terhadap sistem politik. Perasaan tersebut dapat 

menerima maupun menolak terhadap sistem politik tersebut. Orientasi 

afektif dapat dilihat dari tingkat pendapat seseorang tentang alasan 

diubahnya pilkada langsung menjadi tidak langsung, implikasi pilkada 

langsung, pelaksanaan pilkada langsung yang menimbulkan banyak 

konflik, kinerja kepala daerah, kemajuan sistem pilkada langsung, setuju 

tidaknya anggota partai terhadap UU Pilkada, cara mencegah politik 

uang, kesesuaian kinerja kepala daerah, pentingnya akuntabilitas bagi 

kepala daerah. Terakhir, jika pelaksanaan pileg, pilpres, pilkada 

dilaksanakan dalam satu waktu. Pada orientasi afektif ditemukan bahwa 

pendapat tentang pilkada langsung menurut responden yang berada di 

bawah naungan fraksi adalah sebesar 6,7% pendapat masuk kategori 

sangat rendah, pendapat sebesar 3,3% masuk kategori rendah, pendapat 

fraksi sebesar 30,0% tinggi, dan pendapat sebesar 60,0% masuk kategori 

sangat tinggi. 

Orientasi evaluatif berkaitan dengan nilai moral seseorang terhadap 

sistem politik. Orientasi evaluatif ditentukan evaluasi moral pada diri 

seseorang. Orientasi evaluatif dapat dilihat dari tingkat evaluasi 

seseorang tentang pelaksanaan pilkada langsung yang menganut asas 

Luberjurdil, efektif tidaknya sistem pilkada langsung, implikasi 

fenomena figur dalam pemilu, penyebab Kota Semarang aman dalam 

pelaksanaan pilkada langsung, dan Indonesia menganut sistem pemilu 

negara maju untuk menghilangkan praktik politik uang. Pada orientasi 

evaluatif ditemukan bahwa evaluasi tentang pilkada langsung menurut 

responden yang berada di bawah naungan fraksi adalah evaluasi sebesar 

6,7% masuk kategori sangat rendah, evaluasi sebesar 20,0% masuk 

kategori rendah dan tinggi, kemudian evaluasi sebesar 53,3% masuk 

kategori sangat tinggi. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai “Persepsi 

Anggota DPRD Kota Semarang Periode Tahun 2014-2019 terhadap 

Pilkada Langsung” di Kantor DPRD Kota Semarang, ditemukan 
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beberapa kelemahan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan saran 

berikut: 

1. Terkait politik uang dalam pilkada langsung,perlu diupayakan 

transparansi/keterbukaan masalah anggaran. Harus jelas anggaran yang 

dimiliki calon kepala daerah. Jadi, masyarakat dapat mengetahui 

anggaran yang dimiliki oleh calon kepala daerah tersebut. Sehingga akan 

ketahuan calon kepala daerah yang melakukan politik uang terutama dari 

luar anggaran yang dimiliki. 

2. Terkait kualitas calon kepala daerah, perlu diupayakan calon kepala 

daerah yang mempunyai kualitas yang sangat baik seperti memiliki jiwa 

pemimpin, bertanggungjawab, adil, memahami tentang politik, berlatar 

pendidikan politik, dan mementingkan rakyat. Bukan calon kepala daerah 

yang mempunyai kualitas rendah dan memiliki banyak uang.  
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